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SEKAPUR SIRIH 

 

Etika diperlukan untuk Inovasi dan perbaikan pada 

pelayanan publik. Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi 

menyebabkan buruknya pelayanan publik di Pemerintahan. 

Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral/etika 

seseorang (jujur, adil, Fair), namun terutama pada sistem yang tidak 

kondusif, dalam hal ini integritas dan Profesionalismen yang tidak 

diimplementasikan. 

Etika pelayanan publik dalam pemerintahan mencakup 

berberapa aspek, termasuk integritas, profesionalisme, keadilan, 

dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Sebagai Contoh, seorang aparatur sipil negara (ASN) 

yang memberikan pelayanan dengan senyum, sapa, dan salam, 

serta bersikap ramah dan tulus, menunjukkan penerapan etika yang 

baik. Selain itu, ASN juga harus jujur, adil, dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan tugasnya, serta menghindari konflik 

kepentingan dan praktik korupsi. 

Tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan dan 

penyelenggara pemerintahan yang, ber etika, integritas dan 

profesional semakin tinggi, karenanya pemahaman tata kelola 

pemerintahan yang berintegritas menjadi keniscayaan, institusi 

pemerintahan dengan berbagai kelembagaannya yang 

diselenggarakan para praktisi pemerintahan termasuk aparatur 

sipil negara 

Buku ini terbit sebagai dukungan kepada pemerintah agar 

dapat memperhatikan etika pelayanan yang dipandang penulis 

adalah sebagai refleksi atas baik dan buruk, benar dan salah yang 

harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar 

bagi penyelenggara berintegritas. Etika pelayanan juga dipandang 

sebagai standar/norma yang menentukan baik dan buruk benar 

atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan 

kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab 

pelayanan publik kepada masyarakat. 

Jambi, Agustus 2025 

Samsuddin   
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

buku yang berjudul "Etika Pelayanan Publik dalam Pemerintahan 

(Membangun Integritas dan Profesionalisme)" ini dapat 

terselesaikan. Buku ini membahas mengenai pentingnya etika 

dalam memberikan pelayanan untuk membangun integritas dan 

Profesionalisme kepada masyarakat, serta bagaimana etika tersebut 

dapat diimplementasikan dalam praktik pelayanan publik di 

pemerintahan. Integritas dalam pelayanan publik merujuk pada 

perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dari Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini 

melibatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan publik di 

atas kepentingan pribadi sementara, Profesionalisme dalam 

pelayanan publik artinya pemberian layanan yang sesuai dengan 

standar keahlian dan etika profesi, serta dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab dan integritas. Dimana ini mencakup kemampuan, 

keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki aparatur publik 

untuk memberikan layanan yang berkualitas, efektif, dan efisien. 

Profesionalisme juga mencakup sikap dan perilaku yang 

mencerminkan komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik 

dan sesuai dengan etika kerja. 

Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh 

penyelenggara, baik pemerintah pusat maupun daerah belum 

memuaskan masyarakat, hal ini salah satunya dikarenakan belum 

berakar pada norma-norma etika yang benar. Di sisi lain 

menunjukkan bahwa pola penyelenggaraan pelayanan publik 

cenderung sentralistik dan didominasi pendekatan kekuasaan, 

sehingga yang dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku 

penyelenggara atau aparatur dirasakan diskriminatif, berbelit-belit, 

dengan biaya mahal, sehingga pelayanan publik kurang 

memuaskan masyarakat. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam 

penyusunan buku ini. Dengan adanya buku ini, penulis berharap 
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wawasan pengetahuan terkait etika pelayanan publik di 

pemerintahan bagi setiap masyarakat, Mahasiswa, Dosen, Peneliti 

dan Birokrat dapat bertambah.  

 

Jambi, Agustus 2025 

 

Penulis 
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BAB 

1  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Pentingnya Etika Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan 

dapat dipercaya merupakan salah satu tujuan utama pemerintah 

yang bertanggung jawab. Etika Pelayanan dalam pemerintahan 

memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan tersebut. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan 

menyediakan layanan publik yang efektif, efisien, adil, dan 

transparan. Dalam konteks ini, penelitian ini membahas peran 

penting etika pemerintahan dalam peningkatan kualitas dan 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Achmad, N. 

(2018). Implementasi Etika Pemerintahan dalam 

Penyelenggaraan Layanan Publik di Indonesia. 

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang memiliki 

peran yang kompleks dalam penyelenggaraan layanan publik. 

Undang-undang menjadi instrumen yang mengatur tindakan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas. Salah satu undang-undang yang relevan adalah 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-

prinsip dasar penyelenggaraan layanan publik, termasuk 

keadilan, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam 

undang-undang ini, etika pemerintahan diakui sebagai prinsip 

penting yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik.  

PENDAHULUAN 
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BAB 

2  LANDASAN KONSEPTUAL ETIKA PELAYANAN PUBLIK 

 

 

Dalam arti yang sempit, pelayanan publik merupakan suatu 

tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh 

pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik 

diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan 

swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan 

masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebih 

menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan 

melalui suatu delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini 

dapat dilihat sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, 

kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, 

transportasi, bank, dan sebagainya. Tujuan pelayanan publik 

adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. 

Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang 

dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan 

demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan 

kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik 

 

A. Definisi dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, 

acuan, referensi, penuntun apa yang harus dilakukan dalam 

menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai 

standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau 

sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau 

buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat sesuatu nilai yang 

LANDASAN 

KONSEPTUAL ETIKA 

PELAYANAN PUBLIK 
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BAB 

3  ETIKA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN 

 

 

Etika pemerintahan harus direalisasikan oleh setiap individu 

yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan 

negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana 

dan penegak hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum dan 

legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimasi 

moral. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap 

penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak 

menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi 

dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, 

penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan 

narkotika sampai perselingkuhan dikalan 

Nilai etika sebuah tindakan disetiap pemerintahan juga bisa 

berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Perbedaan tersebut 

disebabkan dari sumber nilai etika yang dipakai pada masyarakat 

satu tempat berbeda dengan masyarakat lainnya. Keanekaragaman 

adat, budaya, dan agama. 

 

A. Pengertian Etika Pemerintahan 

Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau 

pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. 

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang akan 

mewujudkan cita-cita negara. Pada hakikatnya pelayanan 

kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang 

dapat menuntun tindakan segala pola perilaku aparatur kearah 

yang lebih baik, terpuji dan bermoral. Etika pemerintahan 

ETIKA  

DALAM KONTEKS 

PEMERINTAHAN 
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BAB 

4  TANTANGAN DAN MASALAH ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK 

 

 

A. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya 

disebut KKN) saat ini sudah menjadi masalah Nasional bahkan 

dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda 

pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, 

sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan 

rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. 

Transparensy International menggunakan definisi korupsi 

sebagai: “menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik 

untuk keuntungan pribadi” (Pope, 2003: 6). 

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau 

“corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Focus 

Andrea dalam Prodjohamidjojo, 2001: 7). Pada mulanya 

pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan 

bahan kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “corruptio” 

yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat 

disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar 

normanorma agama materiil, mental dan hukum (Nurdjana, 

1990: 77). 

Pengertian tersebut diatas merupakan pengertian yang 

sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau 

standart perbuatan KKN, sebagai tindak pidana korupsi oleh 

Lubis dan Scott ( 1993: 19) dalam pandangannya tentang korupsi 

disebutkan “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku 

TANTANGAN  

DAN MASALAH ETIKA 

DALAM PELAYANAN 

PUBLIK 
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BAB 

5  INTERNALISASI ETIKA DI ERA DIGITAL DAN PELAYANAN PUBLIK MODERN 

 

 

Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0., 

era di mana disrupsi teknologi digital semakin masif. Industri 4.0 

atau revolusi industri keempat adalah istilah yang secara umum 

digunakan untuk tingkat perkembangan industri teknologi. Untuk 

tingkatan ini, berfokus pada teknologi-teknologi yang bersifat 

digital. Pada era ini, teknologi serta sistem digital seperti cloud 

computing, internet of things, dan artificial inteligent dimanfaatkan 

sebagai alat yang dapat membantu memudahkan aktivitas sehari-

hari. 

Pada era ini, masyarakat menginginkan segala pengurusan 

dapat dilakukan dengan cepat, efektif, serta efisien. Itulah sebabnya 

pelaksana pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan prima. Birokasi harus mempunyai jiwa melayani, 

menuju ke arah yang lebih fleksibel dan dialogis serta menuju cara-

cara kerja yang lebih realistis pragmatis, hal ini sejalan dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

Terdapat beberapa alasan, mengapa penyelenggara layanan 

harus berinovasi. Pertama, sudah begitu banyak regulasi yang 

mengatur. Antara lain UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Perpres 95 Tahun 2018 

tentang SPBE, dll. Sehingga sudah menjadi kewajiban 

penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan inovasi. 

INTERNALISASI ETIKA  

DI ERA DIGITAL  

DAN PELAYANAN  

PUBLIK MODERN 
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BAB 

6  CATATAN PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia 

kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di 

negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu 

kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah 

masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang 

kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, 

dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi 

publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat 

menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus 

keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Elemen ini 

harus diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik mulai 

dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur 

organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan untuk 

mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks 

ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor birokrasi yang 

terlibat dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor 

tersebut – apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan 

kepentingan publik diatas kepentingan-kepentingan yang lain. 

Karena pentingnya pelayanan bagi kehidupan manusia, 

ditambah kompleksnya kebutuhannya, maka bentuk pelayanan 

yang diperlukan lebih banyak, dapat berupa kombinasi dari 

pelayanan lisan, pelayanan melalui tulisan dan pelayanan 

dengan perbuatan. Apalagi pelayanan publik pada sebuah 

kantor pemerintahan. Disamping itu pola pelayanan lain yang 

CATATAN PENUTUP 
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